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ABSTRACT:  
 

The increase in Tobacco Products Excise 

(CHT) which was set by the government through 

the Directorate General of Customs and Excise 

(DJBC) succeeded in reducing the production of 

tobacco products. However, based on smoking 

prevalence data in the Basic Health Research 

(Riskesdas) issued by the Ministry of Health of the 

Republic of Indonesia, the reduction in smoking 

prevalence was lower than the decline in tobacco 

production. This raises the question of whether the 

condition is caused by the existence of tobacco 

products that are consumed by the community but 

are not legally marketed (illegal tobacco products) 

or other factors. The purpose of this study was to 

determine the effect of the CHT tariff policy and 

control activities in the form of market operations 

and enforcement against the circulation of illegal 

tobacco products. This study uses a panel data 

regression method-Fixed Effect Model. The results 

showed that the CHT rates, market operations and 

enforcement have a significant and negative impact 

on the circulation of illegal tobacco products. 

Meanwhile, location as a control variable has a 

significant and positive effect. 

 

Keywords: Control Activities, Illegal Cigarette, 

Tobacco Excise Tariff 

 

 

 

 

ABSTRAK:  

 

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang 

ditetapkan pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil 

menurunkan produksi hasil tembakau. Namun, 

berdasarkan data prevalensi merokok dalam riset 

kesehatan dasar (Riskesdas) yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, penurunan prevalensi merokok lebih 

rendah dibanding penurunan produksi hasil 

tembakau. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

apakah kondisi tersebut disebabkan oleh adanya 

produk hasil tembakau yang dikonsumsi 

masyarakat, tetapi tidak dipasarkan secara legal 

(hasil tembakau ilegal) atau karena faktor 

lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh kebijakan tarif CHT dan aktivitas 

pengawasan berupa operasi pasar dan 

penindakan terhadap peredaran hasil tembakau 

ilegal. Penelitian ini menggunakan data survei 

hasil tembakau ilegal nasional tahun 2017-2019 

dengan metode regresi data panel-fixed effect 

model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tarif CHT, operasi pasar dan penindakan 

memiliki pengaruh signifikan dan negatif 

terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. 

Sementara itu, lokasi sebagai variabel kontrol 

memiliki pengaruh signifikan dan positif. 

 

Kata Kunci: pengawasan HT, hasil tembakau 

ilegal, tarif CHT 
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1. PENDAHULUAN 
 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) hasil tembakau yang merupakan 

produk hasil tembakau adalah salah satu 

jenis barang yang memiliki tingkat bahaya 

yang tinggi untuk dikonsumsi. WHO 

menyebutkan bahwa terdapat hampir 

enam juta orang meninggal per tahun di 

seluruh dunia yang disebabkan oleh 

tembakau. Angka ini diprediksi akan 

meningkat menjadi lebih dari delapan juta 

kematian per tahunnya pada 2030 (World 

Health Organization, 2014). 

Untuk mengendalikan dampak negatif 

dari konsumsi hasil tembakau ataupun 

hasil tembakau lainnya, pemerintah 

menetapkan hasil tembakau menjadi salah 

satu barang kena cukai (BKC), selain dari 

etil alkohol dan minuman mengandung etil 

alkohol. Pengertian barang kena cukai 

menurut Undang-Undang Cukai adalah 

barang yang mempunyai karakteristik, 

yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, 

peredarannya perlu diawasi, 

pemakaiannya dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup, dan pemakaiannya 

perlu pembebanan pungutan negara demi 

keadilan dan keseimbangan. 

Fungsi cukai itu sendiri sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Surono (2013), pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

sebagai alat budgetair dan regulerend. 

Fungsi budgetair memiliki makna bahwa 

cukai memiliki peranan penting dalam 

sumber penerimaan negara. Fungsi 

regulerend memiliki makna bahwa selain 

untuk pengumpulan penerimaan negara, 

cukai juga digunakan sebagai alat kontrol 

pemerintah terhadap pola konsumsi 

masyarakat atas barang kena cukai.  

Implementasi pelaksanaan fungsi 

budgetair dan regulerend dilakukan 

pemerintah melalui penetapan tarif cukai 

dan pengawasan atas BKC. Khusus untuk 

cukai hasil tembakau, pemerintah 

melakukan penyesuaian tarif secara 

reguler di setiap tahunnya. Tujuannya 

untuk mengendalikan konsumsi 

masyarakat atas hasil tembakau.  

Say’s Law (1836) menjelaskan bahwa 

proses produksi suatu barang menciptakan 

permintaan atas barang tersebut di 

pasaran. Sementara tarif cukai hasil 

tembakau (CHT) diketahui dapat 

memengaruhi produsen untuk menekan 

produksinya. Peningkatan tarif yang 

konsisten di setiap tahunnya membawa 

dampak terhadap penurunan produksi 

hasil tembakau. Hal ini tercermin dalam 

data produksi hasil tembakau dari tahun 

2013 s.d. 2019 sebagaimana digambarkan 

dalam Gambar 1 berikut. 

Gambar 1: Produksi Hasil Tembakau 
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Tahun 2013 s.d.2019 

  

Sumber: DJBC, 2020 

Dari Gambar 1, dapat terlihat bahwa 

produksi hasil tembakau mengalami tren 

penurunan sejak 2013 s.d. 2018. Hal 

tersebut disebabkan kenaikan tarif cukai 

hasil tembakau yang ditetapkan oleh 

pemerintah hampir di setiap tahunnya, 

sementara kenaikan di 2019 disebabkan 

tidak adanya kebijakan kenaikan tarif di 

tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa 

usaha pemerintah untuk mengendalikan 

konsumsi berhasil dengan asumsi 

penurunan produksi selaras dengan 

turunnya konsumsi masyarakat atas hasil 

tembakau. 

Namun, jika dilihat dari data 

prevalensi merokok penduduk umur di 

atas atau sama dengan 10 tahun dalam 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 

yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia 

menunjukkan bahwa penurunan 

prevalensi merokok dari Riskesdas 2018 

dibandingkan dengan Riskesdas 2013, 

tidak sebesar penurunan produksi hasil 

tembakau tahun 2018 dibandingkan 

dengan 2013. Jika dihitung dari Gambar 1, 

penurunan produksi 2018 dibandingkan 

dengan 2013 sebesar 3,9%, namun 

penurunan prevalensi merokok 2018 

dibanding 2013 hanya sebesar 0,5% 

(2018: 28,8% sedangkan 2013: 29,3%) 

seperti yang terlihat pada Gambar 2 

berikut. 

Gambar 1 Prevalensi Merokok Penduduk 

Umur ≥ 10 Tahun Menurut Provinsi 

 

Sumber: Riskesdas 2018 

Hal tersebut mengindikasikan ada 

suatu ketidakselarasan antara besaran 

penurunan produksi hasil tembakau atau 

dalam hal ini hasil tembakau dengan 

penurunan prevalensi merokok di 

Indonesia. Melihat fakta ini dapat diduga 

bahwa terdapat produk hasil tembakau 

atau sigaret yang dikonsumsi masyarakat, 

namun tidak dipasarkan secara legal atau 

dengan kata lain terdapat hasil tembakau 

ilegal karena tidak tercermin di dalam data 
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produksi hasil tembakau berdasarkan 

pemesanan pita cukai di DJBC. 

Pada jurnal “Tobacco Taxes as A 

Tobacco Control Strategy” dijelaskan 

bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau 

menjadi salah satu faktor pemicu dalam 

penghindaran pajak dan penciptaan pasar 

gelap atas hasil tembakau ilegal 

(Chaloupka, Yurekli, & Fong, 2012). Jadi 

ada indikasi bahwa dengan kebijakan 

menaikkan tarif cukai hasil tembakau 

secara regular setiap tahunnya yang 

dilakukan oleh pemerintah menyebabkan 

harga hasil tembakau menjadi semakin 

mahal di pasaran dan menjadi semakin 

kurang terjangkau oleh masyarakat di 

Indonesia. Hal ini diduga telah mendorong 

oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab untuk memanfaatkan situasi yang 

ada dengan mengedarkan hasil tembakau 

secara ilegal dan menjualnya dengan harga 

murah di pasaran. 

Lembaga Penelitian dan Pelatihan 

Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (P2EB FEB) Universitas 

Gadjah Mada (UGM) melakukan survei di 

pasaran pada tahun 2016 untuk 

mengetahui tentang peredaran hasil 

tembakau ilegal di Indonesia. Survei 

dilaksanakan dengan mengambil sampel 

secara random di beberapa daerah di tanah 

air. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat 

peredaran hasil tembakau ilegal sebesar 

12,1% di pasaran pada tahun 2016. 

Melihat situasi ini pemerintah 

mengambil jalan untuk berusaha 

memberantas peredaran hasil tembakau 

ilegal. Melalui DJBC, pemerintah 

melakukan pengawasan terhadap BKC 

ilegal dengan cara preventif berupa 

sosialisasi dan edukasi serta represif 

berupa penindakan. Puncaknya pada tahun 

2017, DJBC meluncurkan Program 

Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT). 

Program PCBT mengambil dua tema besar 

yaitu efektivitas pengawasan serta 

efisiensi pelayanan dan optimalisasi 

penerimaan negara. Dengan program ini 

DJBC memiliki target untuk memberantas 

peredaran hasil tembakau ilegal dengan 

cara menurunkan peredarannya secara 

konsisten. 

Program PCBT terlihat menunjukkan 

hasil yang cukup positif karena 

berdasarkan data peredaran hasil 

tembakau ilegal pada Gambar 3, terjadi 

penurunan tingkat peredaran hasil 

tembakau ilegal sejak 2017.  

Gambar 3 Peredaran Hasil Tembakau 

Ilegal Tahun 2017 s.d. 2019 
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Sumber: Diolah dari website 

beacukai.go.id 

Namun program PCBT membutuhkan 

pencurahan sumber daya yang cukup 

besar, dari mulai penugasan pegawai, 

waktu, dan dana operasi yang tidak 

sedikit. Seperti kita ketahui bahwa sumber 

daya pemerintah atau dalam hal ini DJBC 

terbatas sehingga harus ditentutkan 

kuantitas penindakan seperti apa yang 

efektif dan efisien untuk menurunkan dan 

memberantas peredaran hasil tembakau 

ilegal. Kemudian pemerintah juga harus 

menerapkan kebijakan tarif CHT yang 

tepat agar tidak menjadikan kebijakan tarif 

berdampak disinsetif bagi pengusaha hasil 

tembakau legal dan insentif bagi para 

oknum pengusaha hasil tembakau ilegal. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kebijakan tarif CHT 

dan aktivitas pengawasan terhadap 

peredaran hasil tembakau ilegal. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi pemerintah untuk 

menentukan kebijakan tarif CHT yang 

tepat, dalam hal ini pemerintah harus 

mencari rentang tarif yang dapat 

meningkatkan penerimaan namun tidak 

menyebabkan lonjakan hasil tembakau 

ilegal serta kebijakan aktivitas 

pengawasan yang efektif untuk dapat 

mengoptimalkan penerimaan negara dan 

juga dapat menurunkan dan bahkan 

memberantas peredaran hasil tembakau 

ilegal di Indonesia. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apakah kebijakan tarif cukai 

berpengaruh terhadap peredaran hasil 

tembakau ilegal?  

b. Apakah operasi pasar berpengaruh 

terhadap peredaran hasil tembakau 

ilegal? 

c. Apakah penindakan hasil tembakau 

ilegal berpengaruh terhadap peredaran 

hasil tembakau ilegal? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Mengetahui pengaruh kebijakan tarif 

cukai terhadap peredaran hasil 

tembakau ilegal. 

b. Mengetahui pengaruh operasi pasar 

terhadap peredaran hasil tembakau 

ilegal. 

c. Mengetahui pengaruh penindakan 

HT ilegal terhadap peredaran hasil 

tembakau ilegal. 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

RUMUSAN HIPOTESIS 
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Studi Terdahulu 

Elizabeth Allen (2012) dalam 

jurnalnya yang berjudul “The Illicit Trade 

In Tobacco Products and How to Tackle 

It” memberikan beberapa kesimpulan 

antara lain: Kebijakan pajak yang tinggi 

pada produk tembakau, disparitas harga, 

kebijakan proteksionis, korupsi, 

penegakan hukum yang lemah serta 

toleransi publik terhadap perdagangan 

hasil tembakau ilegal menjadi driver 

dalam meningkatkan peredaran hasil 

tembakau ilegal, pengawasan terhadap 

rantai pasokan seperti lisensi pabrikan, 

registrasi pedagang besar dan kecil 

mampu menekan peredaran hasil 

tembakau ilegal, serta strategi penindakan 

yang efektif mampu menjadi landasan 

dalam memberantas produk tembakau 

ilegal. 

Selanjutnya, Deacy dan Azhari (2013) 

melakukan penelitian untuk menganalisis 

kebijakan kenaikan tarif cukai dan 

penyesuaian batasan harga jual eceran 

hasil tembakau. Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa kebijakan pemerintah 

dalam menciptakan kebijakan kenaikan 

tarif tembakau adalah untuk penerimaan 

negara, untuk menciptakan sistem 

administrasi sederhana, faktor-faktor 

kesehatan, untuk dapat menekan 

peredaran hasil tembakau ilegal, dan untuk 

mengurangi konsumsi hasil tembakau. 

Hipotesis Penelitian 

 Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen diuji dengan 

dua hipotesis, yaitu hipotesis nol (H0) dan 

hipotesis alternatif (H1). Berikut uraian 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

Hipotesis 1 

H0.1 :  Kebijakan tarif cukai tidak 

berpengaruh terhadap variabel 

peredaran hasil tembakau ilegal. 

H1.1 :  Kebijakan tarif cukai berpengaruh 

terhadap variabel peredaran hasil 

tembakau ilegal. 

Hipotesis 2 

H0.2 :  Operasi pasar tidak berpengaruh 

terhadap variabel peredaran hasil 

tembakau ilegal. 

H1.2 :  Operasi pasar berpengaruh terhadap 

variabel peredaran hasil tembakau 

ilegal. 

Hipotesis 3 

H0.3 :  Penindakan HT ilegal tidak 

berpengaruh terhadap variabel 

peredaran hasil tembakau ilegal. 

H1.3 :  Penindakan HT ilegal berpengaruh 

terhadap variabel peredaran hasil 

tembakau ilegal. 
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3. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang data 

penelitiannya berupa angka-angka dan 

analisisnya menggunakan statistik 

(Sugiyono, 2017). Teknik analisis data 

kuantitatif yang digunakan adalah statistik 

deskriptif dan statistik inferensia. Statistik 

deskriptif merupakan statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum, sedangkan 

statistik inferensia adalah teknik statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi (Sugiyono, 2017). 

Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini merupakan 

peredaran hasil tembakau ilegal dalam 

rentang tahun 2017 s.d. 2019 dengan 

rincian data disajikan per Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 

(KPPBC) Penelitian ini menggunakan 

jenis data sekunder yaitu data telah diolah 

yang diperoleh dari pihak luar peneliti. 

Rincian mengenai data dan sumbernya 

disajikan pada table sebagai berikut, 

 

 

Jenis Data 
Sumber 

Data 

Kebijakan Tarif CHT DJBC 

Pengawasan DJBC 

Survei Hasil Tembakau 

Ilegal Nasional 2017 & 

2019 

DJBC 

Survei Hasil Tembakau 

Ilegal Nasional 2018 

P2EB FEB 

UGM 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

 Penelitian ini menggunakan lima 

variabel dengan rincian satu variabel 

dependen, tiga variabel independen dan 

satu variabel kontrol. 

Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah hasil survei peredaran hasil 

tembakau ilegal nasional dari tahun 2017 

hingga 2019 dengan rincian data per 

KPPBC. Hasil tembakau ilegal adalah 

hasil tembakau yang beredar di wilayah 

Indonesia baik itu berasal dari produk 

dalam negeri maupun impor yang tidak 

mengikuti peraturan yang berlaku di 

wilayah hukum Indonesia. 

Variabel Independen 

 Tarif Cukai Tembakau dalam 

penelitian ini menggunakan tarif rata-rata 
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tertimbang dari seluruh jenis hasil 

tembakau dari masing-masing KPPBC. 

Model perhitungan tarif rata-rata 

tertimbang disajikan sebagai berikut, 

T = 

∑(P SKM x t SKM)+(P SKT x t SKT)+(P SPM x t SPM)

+(P KLB x t KLB)+(P KLM x t KLM)+(P CRT x t CRT)

+(P SPT x t SPT)+(P STFx t STF)+(P TIS x t TIS)

∑(P SKM+P SKT+P SPM+P KLB+P KLM+P CRT+P SPT

+P STF+P TIS)

 

Dimana T merupakan tarif rata-rata 

tertimbang, p merupakan produksi dari 

masing-masing jenis hasil tembakau dan t 

merupakan tarif spesifik dari masing-

masing jenis hasil tembakau. 

 Variabel pengawasan dalam 

penelitian ini terdiri atas operasi pasar 

yang merupakan kegiatan pemantauan 

peredaran HT yang dilakukan oleh satuan 

kerja DJBC di wilayah kerjanya dalam 

rangka sosialisasi, publikasi, dan/atau 

monitoring HJE dan HTP BKC HT 

(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018, 

p. 56) yang diukur dalam satuan jumlah 

dan Penindakan yang merupakan wujud 

efektivitas pelaksanaan operasi pasar, 

melalui ditemukannya pelanggaran hasil 

tembakau ilegal oleh pegawai DJBC yang 

bertugas (Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, 2018, p. 56) juga diukur dalam 

satuan jumlah. 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah variabel lokasi yang dibagi menjadi 

dua yaitu daerah produksi dan daerah 

pemasaran berdasarkan ada atau tidaknya 

pemesanan pita cukai di suatu KPPBC. 

Daerah produksi dalam penelitian ini 

diberi nilai 1 dan daerah pemasaran diberi 

nilai 0. 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis statistik regresi data panel. Data 

panel adalah data yang merupakan hasil 

dari pengamatan pada beberapa individu 

atau (unit cross-sectional) yang dalam hal 

ini berupa KPPBC dan masing-masing 

diamati dalam beberapa periode waktu 

yang berurutan (unit waktu). Regresi data 

panel dalam penelitian ini menggunakan 

fix effect model dengan persamaan model 

penelitian: 

HTILEGAL=β+𝛽1𝑇𝐶1𝑖+𝛽2𝑂2𝑖+𝛽3𝑃3𝑖+𝛽4𝐿4𝑖+ε 

Keterangan: 

HTILEGAL = peredaran hasil tembakau 

illegal 

β  = beta NOL 

β1  =koefisien regresi variabel 

tarif CHT 

TC1i  = kebijakan tarif CHT 

β2  =koefisien regresi variabel 

operasi pasar HT 

O2i  = operasi pasar HT 

β3  = koefisien regresi variabel 

penindakan HT ilegal 

P3i  = penindakan HT ilegal 
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Β4  = koefisien regresi variabel 

lokasi 

L4i  = lokasi 

ε  = tingkat error 

 

4. HASIL PENGUJIAN DAN 

PEMBAHASAN  
 

Statistik Deskriptif 

Berdasarkan analisis deskriptif 

sebagaimana terlihat dalam Grafik 1, 

diketahui bahwa tarif CHT rata-rata 

tertimbang mengalami tren peningkatan 

sejak tahun 2017 s.d. 2019. 

Grafik 1: Statistik Tarif CHT terhadap 

Peredaran Hasil Tembakau illegal 

 

Sumber: Diolah dari Data DJBC 

 Di tahun 2019, tarifnya cenderung 

tetap karena pemerintah tidak 

mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif, 

melainkan hanya menetapkan kebijakan 

tarif untuk produk hasil pengolahan 

tembakau lainnya (HPTL). Hal ini 

berkebalikan dengan peredaran hasil 

tembakau ilegal yang konsisten 

mengalami penurunan. Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa expected sign tarif 

CHT terhadap peredaran hasil tembakau 

ilegal adalah negatif. 

Dalam grafik 2 terlihat bahwa 

kuantitas pelaksanaan operasi pasar 

berfluktuasi dalam periode 2017 s.d. 2019, 

yaitu sempat meningkat pada tahun 2018, 

tetapi kembali menurun di tahun 2019. 

Sementara itu, peredaran hasil tembakau 

ilegal konsisten mengalami penurunan. 

Grafik 2: Statistik Peredaran Hasil 

Tembakau Ilegal terhadap Operasi 

Pasar 

 

Sumber: Diolah dari Data DJBC 

 Hal ini menyatakan bahwa expected 

sign operasi pasar terhadap peredaran hasil 

tembakau ilegal adalah negatif. 

Dalam Grafik 3 dapat diketahui bahwa 

aktivitas penindakan secara konsisten 

mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Bersamaan dengan itu, tren 

peredaran hasil tembakau ilegal juga 

menurun secara konsisten. 

Grafik 3: Statistik Peredaran Hasil 

Tembakau Ilegal terhadap Penindakan 
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Sumber: Diolah dari Data DJBC 

Sejalan dengan operasi pasar, 

penindakan juga memiliki expected sign 

negatif terhadap peredaran hasil tembakau 

ilegal. 

Statistik Inferensia 

Pengujian statistik inferensia 

menggunakan regresi data panel dengan 

fix effect model dilakukan terhadap 

variabel terikat berupa peredaran hasil 

tembakau ilegal (HTILEGAL) dan 

variabel bebas berupa tarif cukai (LNTC), 

operasi pasar (O), dan penindakan HT 

Ilegal (P) serta variabel kontrol berupa 

lokasi (L). Pengujian dilakukan untuk 

melihat pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Hasil pengujian 

dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa 

variabel bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat pada model penelitian. Tarif cukai, 

operasi pasar, penindakan HT Ilegal dan 

lokasi secara bersama-sama dapat 

menjelaskan 94,37% peredaran hasil 

tembakau ilegal di dalam persamaan 

regresi penelitian ini. 

Tabel 1: Hasil Pengujian Regresi Data 

Panel – Fix Effect Model 

 

 

Sumber: Diolah dari aplikasi Eviews 9 

Berdasarkan keseluruhan pengujian 

terhadap seluruh variabel yang ada 

diperoleh model akhir penelitian sebagai 

berikut: 

𝐻𝑇𝐼𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿̂  = 0,115517 – 0,007736*LNTC  

– 0,000874*O – 0,000257*P+ 0,023465*L 

Pengaruh Tarif CHT terhadap 

Peredaran Hasil Tembakau ilegal. 

Variabel Tarif Cukai (LNTC) 

memiliki t hitung sebesar -3,604529 

dengan probabilitas sebesar 0,0004. Nilai 

probabilitas tersebut berada di bawah 

tingkat signifikansi yaitu α=5% (0,0000 < 

0,05) sehingga H0 ditolak. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa tarif 

cukai berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.  

Pengaruh negatif ini dapat diartikan 

bahwa kenaikan 1% pada tarif cukai akan 
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menurunkan peredaran hasil tembakau 

ilegal sebesar 0,007736%.  

Hubungan negatif antara tarif cukai 

dengan peredaran hasil tembakau ilegal 

yang ditemukan dalam penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Deacy dan Azhari (2013) 

yang menyatakan bahwa kebijakan 

pemerintah dalam menciptakan kebijakan 

kenaikan tarif cukai hasil tembakau adalah 

untuk menekan peredaran hasil tembakau 

ilegal. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

hasil wawancara penulis dengan Kepala 

Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga 

Dasar (TCHD), Direktorat Teknis dan 

Fasilitas Cukai DJBC. Dinyatakan oleh 

narasumber bahwa terdapat empat faktor 

utama yang memengaruhi peredaran 

rokok ilegal, yaitu kesadaran masyarakat, 

kemudahan dalam memperoleh faktor-

faktor produksi untuk membuat hasil 

tembakau, aktivitas pengawasan dan 

kebijakan tarif CHT. Selain itu, 

dinyatakan juga bahwa keempat faktor 

tersebut memengaruhi secara bersama-

sama sehingga tidak adanya satu faktor 

konstan yang dapat memengaruhi secara 

keseluruhan. Hal inilah yang menjelaskan 

pengaruh negatif tarif CHT terhadap 

peredaran hasil tembakau ilegal yang 

dalam periode tersebut tarif CHT 

mengalami tren peningkatan, sedangkan 

peredaran hasil tembakau ilegal 

mengalami penurunan yang dipengaruhi 

oleh peningkatan intensitas aktivitas 

penindakan yang signifikan dalam periode 

tersebut. 

Pengaruh Operasi Pasar terhadap 

Peredaran Hasil Tembakau Ilegal 

Variabel Operasi Pasar (O) memiliki t 

hitung sebesar -5,939433 dengan 

probabilitas sebesar 0,0000. Nilai 

probabilitas tersebut berada di bawah 

tingkat signifikansi yaitu α=5% (0,0000 < 

0,05) sehingga H0 ditolak. Dari hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasi 

pasar berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.  

Pengaruh negatif ini dapat diartikan 

bahwa peningkatan sejumlah 1 kegiatan 

pada operasi pasar, akan menurunkan 

peredaran hasil tembakau ilegal sebesar 

0,000874% dan besar kecilnya kenaikan 

jumlah operasi pasar akan memengaruhi 

kenaikan atau penurunan peredaran hasil 

tembakau ilegal. 

Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian Elizabeth Allen (2012) yang 

menjelaskan bahwa pengawasan rantai 

pasokan dan edukasi kepada masyarakat 

dapat menekan peredaran hasil tembakau 

ilegal dan dampak buruknya. Pengawasan 

dan edukasi dalam penelitian tersebut 
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sesuai dengan peran operasi pasar yang 

dilaksanakan oleh DJBC. 

Operasi pasar menjadi kegiatan 

penting dalam menekan peredaran hasil 

tembakau ilegal karena operasi pasar 

menjadi proses pemantauan awal untuk 

dapat memetakan kondisi peredaran hasil 

tembakau ilegal di lapangan, sebelum 

nantinya akan ditindaklanjuti dengan 

kegiatan penindakan. 

Pengaruh Penindakan HT Ilegal 

terhadap Peredaran Hasil Tembakau 

Ilegal 

Variabel Penindakan (P) memiliki t 

hitung sebesar -10,71146 dengan 

probabilitas sebesar 0,0000. Nilai 

probabilitas tersebut berada di bawah 

tingkat signifikansi, yaitu α=5% (0,0000 < 

0,05) sehingga H0 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa penindakan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

peredaran hasil tembakau ilegal. 

Pengaruh negatif ini berarti 

peningkatan sejumlah 1 kegiatan pada 

penindakan HT ilegal, akan menurunkan 

peredaran hasil tembakau ilegal sebesar 

0,000257% dan besar kecilnya kenaikan 

jumlah penindakan HT ilegal akan 

memengaruhi kenaikan atau penurunan 

peredaran hasil tembakau ilegal. 

Hasil pengujian penulis di atas sejalan 

dengan penelitian oleh Riza Mahfudloh 

(2017) yang menjelaskan bahwa salah satu 

bentuk penegakan hukum untuk menekan 

peredaran hasil tembakau ilegal adalah 

dengan melakukan pengendalian hasil 

tembakau ilegal di wilayah peredaran dan 

penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth 

Allen (2012) yang menyatakan bahwa 

strategi penindakan yang efektif mampu 

menjadi landasan dalam memberantas 

peredaran hasil tembakau ilegal. 

Kegiatan penindakan berperan sebagai 

deterrence effect. Deterrence effect 

menurut Lebow dan Stein (1987) 

ditujukan untuk memberikan efek 

psikologis kepada para pelaku 

pelanggaran yang dalam penerapannya 

dimungkinkan untuk menggunakan 

langkah-langkah yang bersifat provokatif 

sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh 

karena itu, kegiatan penindakan yang 

dilakukan aparat Bea dan Cukai lebih 

ditujukan memberikan efek jera terhadap 

para pelaku pelanggaran sehingga mampu 

secara signifikan menekan tingkat 

peredaran hasil tembakau ilegal. 

Pengaruh Lokasi terhadap Peredaran 

Hasil Tembakau Ilegal 

Variabel Lokasi (L) memiliki t hitung 

sebesar 4,169013 dengan probabilitas 

sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut 

berada di bawah tingkat signifikansi yaitu 

α=5% (0,0000 < 0,05). Dengan demikian, 



Jurnal Perspektif Bea dan Cukai                            74                                                                                    

Vol. 5, No. 1, 2021 

 

 

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)  

Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved  

dapat disimpulkan bahwa lokasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

peredaran hasil tembakau ifactolegal.  

Pengaruh positif ini dapat diartikan 

bahwa lokasi produksi HT memiliki 

kemungkinan peredaran hasil tembakau 

ilegal lebih tinggi sebesar 0,023465% 

dibandingkan lokasi pemasaran HT. Dari 

sisi signifikansi dalam uji parsial (uji t), 

lokasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. 

Artinya, perbedaan jenis lokasi berupa 

lokasi produksi HT dan pemasaran HT 

akan memengaruhi peredaran hasil 

tembakau ilegal. 

Lebih tingginya peredaran hasil 

tembakau ilegal di daerah produksi 

disebabkan akses terhadap sumber daya 

berupa bahan baku, tenaga kerja dan lain-

lain lebih mudah tersedia dan produsen 

tidak perlu mengeluarkan biaya lebih 

untuk mendistribusikan produknya. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Krajewski 

et al. (2007) bahwa terdapat beberapa 

faktor yang memengaruhi penentuan 

lokasi perusahaan manufaktur yaitu 

kedekatan dengan pemasok dan sumber 

daya dan kedekatan dengan pasar serta 

kedekatan dengan fasilitas perusahaan 

induk. 

 

5. KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN 

Simpulan 

Berdasarkan pengujian statistik dan 

pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga 

variabel bebas berupa tarif cukai hasil 

tembakau, operasi pasar, penindakan HT 

ilegal serta variabel lokasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat peredaran hasil tembakau ilegal dan 

mampu menjelaskan perubahan peredaran 

hasil tembakau ilegal dengan presentase 

mencapai 94,37%. 

Hasil pengujian terhadap masing-

masing variabel secara individu 

menghasilkan kesimpulan bahwa tarif 

CHT, operasi pasar, dan aktivitas 

penindakan berpengaruh signifikan 

dengan arah negatif, serta lokasi 

berpengaruh signifikan dengan arah 

positif terhadap peredaran rokok ilegal. 

Saran 

Penelitian ini menghasilkan beberapa 

saran. Pemerintah perlu 

mempertimbangkan dampak peredaran 

hasil tembakau ilegal dalam penetapan 

kebijakan kenaikan tarif CHT. Kenaikan 

tarif diperlukan untuk mengendalikan 

tingkat konsumsi masyarakat atas hasil 

tembakau. Namun, jika kenaikan tarif 

ditetapkan terlalu eksesif, hal ini dapat 

menjadi insentif bagi peredaran hasil 

tembakau ilegal. 



Jurnal Perspektif Bea dan Cukai                            75                                                                                    

Vol. 5, No. 1, 2021 

 

 

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)  

Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved  

Untuk memitigasi dampak kebijakan 

kenaikan tarif CHT, pemerintah perlu 

meningkatkan jumlah dan efektivitas dari 

kegiatan operasi pasar dan penindakan 

hasil tembakau ilegal. Hal ini terbukti dari 

penelitian bahwa jika kenaikan tarif CHT 

diikuti dengan kegiatan operasi pasar dan 

penindakan dalam frekuensi yang optimal 

dan efektif, tingkat peredaran hasil 

tembakau ilegal dapat ditekan. 

Dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pengawasan, pemerintah, 

dalam hal ini DJBC, dapat membangun 

suatu sistem komunikasi dan informasi 

pengawasan yang tersentralisasi dan 

bersifat real time antara daerah produksi 

dan pemasaran. Setiap aktivitas 

penindakan yang dilaksanakan di daerah 

pemasaran dapat diinformasikan kepada 

produsen di daerah produksi. Dengan 

demikian, pasar rokok ilegal yang kosong 

dapat diisi oleh produk legal dan dapat 

meningkatkan penerimaan negara dari sisi 

cukai HT. 

Keterbatasan 

 Terdapat beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini yang dapat 

menyebabkan perbedaan antara hasil 

pengujian dengan kondisi sebenarnya di 

lapangan yaitu: 1) periode penelitian 

hanya tiga tahun, dari 2017-2019 karena 

data tidak tersedia; 2) tidak 

dimasukkannya variabel aktivitas 

sosialisasi yang sebenarnya menjadi 

bagian dari aktivitas pengawasan yang 

dilaksanakan oleh DJBC; 3) penelitian ini 

hanya mengambil variabel-variabel yang 

dapat dikontrol oleh pemerintah yang 

dalam hal ini adalah DJBC. Penelitian ini 

tidak memasukkan variabel – variabel lain 

yang menurut beberapa penelitian 

terdahulu juga berpengaruh terhadap 

peredaran hasil tembakau ilegal, misalnya 

kondisi perekonomian dan daya beli 

masyarakat. 
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